KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
TALKSHOW SMART CITY:
"Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah"

I. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan publik di berbagai sektor, termasuk pengelolaan pendapatan daerah. Konsep smart city menempatkan digitalisasi layanan, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi pembayaran pajak daerah tidak hanya menjadi kebutuhan administratif pemerintah, tetapi juga merupakan harapan masyarakat sebagai wajib pajak yang menginginkan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah, untuk memahami perspektif masyarakat sekaligus mempelajari praktik-praktik terbaik (best practice) digitalisasi pembayaran di sektor pajak dan retribusi daerah yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah maupun sektor lain.
Untuk menjembatani perspektif masyarakat dengan kebutuhan teknis pemerintah daerah, kegiatan ini menghadirkan talkshow interaktif dengan menghadirkan narasumber seorang influencer yang dikenal sebagai pemerhati kota (urban observer/city enthusiast). Narasumber diharapkan dapat menyampaikan gambaran harapan masyarakat terhadap digitalisasi layanan publik, khususnya di sektor pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta memberikan wawasan mengenai praktik terbaik digitalisasi yang relevan untuk diadopsi oleh pemerintah daerah.
II. DASAR PEMIKIRAN
1. Kebutuhan peningkatan kualitas layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital sejalan dengan visi smart city.
1. Perlunya masukan dari perspektif masyarakat/pengguna layanan agar kebijakan digitalisasi yang disusun benar-benar berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centered).
1. Perlunya referensi best practice digitalisasi pembayaran dari daerah/sektor lain sebagai bahan pembelajaran dan adaptasi kebijakan.
1. Perlunya forum diskusi interaktif antara narasumber, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait guna merumuskan langkah strategis digitalisasi pendapatan daerah.
III. TUJUAN KEGIATAN
1. Memberikan gambaran kepada pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah, mengenai harapan dan kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.
1. Membagikan wawasan mengenai best practice digitalisasi pembayaran di sektor pajak dan retribusi daerah yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan layanan.
1. Membangun kesadaran dan komitmen bersama pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital layanan pendapatan daerah.
1. Membuka ruang dialog dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta guna menjawab tantangan implementasi digitalisasi di daerah masing-masing.
IV. TEMA KEGIATAN
"Smart City, Smart Payment: Mewujudkan Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang Ramah Masyarakat"
V. BENTUK KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan dalam format talkshow interaktif yang terdiri atas pemaparan narasumber, sesi diskusi/dialog dengan moderator, serta sesi tanya jawab dengan peserta. Kegiatan dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka), daring, maupun hibrida sesuai dengan kebutuhan dan kondisi teknis penyelenggara.
VI. NARASUMBER DAN MODERATOR
Kegiatan ini menghadirkan total 3 (tiga) orang narasumber dan 1 (satu) orang moderator, dengan latar belakang keahlian yang relevan dan saling melengkapi sesuai dengan tema kegiatan, yaitu digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam kerangka smart city.
A. Narasumber 1 — Influencer/Pemerhati Kota
1. Memiliki rekam jejak dan kredibilitas dalam mengulas isu-isu perkotaan, tata kelola kota, dan layanan publik berbasis digital.
1. Memiliki basis audiens/pengikut yang relevan sehingga dapat merepresentasikan suara dan harapan masyarakat perkotaan.
1. Memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik dan mampu menyampaikan gagasan secara menarik dan mudah dipahami.
1. Memiliki wawasan atau ketertarikan terhadap topik smart city, transformasi digital, dan pelayanan publik.
B. Narasumber 2 — Praktisi/Pakar Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah
1. Memiliki pengalaman atau rekam jejak dalam implementasi digitalisasi pembayaran pajak/retribusi daerah, baik dari sisi pemerintah daerah, penyedia platform pembayaran digital, maupun lembaga terkait lainnya.
1. Memahami best practice, tantangan, dan strategi teknis penerapan digitalisasi layanan pendapatan daerah.
1. Mampu menjelaskan aspek teknis dan strategis secara aplikatif kepada peserta dari kalangan pemerintah daerah.
1. Memiliki wawasan mengenai regulasi, sistem, dan inovasi digitalisasi pajak/retribusi daerah terkini.
C. Narasumber 3 — Pemerintah Daerah dengan Rekam Jejak Keberhasilan Digitalisasi Penerimaan Daerah
Narasumber ketiga berasal dari kalangan pemerintah daerah (kepala/pejabat Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau instansi sejenis) yang memiliki latar belakang keberhasilan nyata dalam mengimplementasikan digitalisasi penerimaan daerah, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki rekam jejak keberhasilan dalam mengimplementasikan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah di wilayahnya, yang dibuktikan dengan capaian atau peningkatan kinerja penerimaan daerah.
1. Memiliki contoh/model inovasi digitalisasi yang telah terbukti berjalan dan dapat direplikasi oleh daerah lain.
1. Memahami proses transformasi digital secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, tantangan implementasi, hingga strategi keberlanjutan.
1. Mampu berbagi pengalaman praktis (lesson learned) secara aplikatif sehingga dapat menjadi acuan/benchmark bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah peserta kegiatan.
D. Moderator
Moderator berjumlah 1 (satu) orang dengan keahlian yang sesuai dengan tema kegiatan, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Memahami isu smart city, tata kelola pemerintahan daerah, dan transformasi digital layanan publik, khususnya di sektor pendapatan daerah.
1. Mampu memandu jalannya diskusi secara interaktif serta menjembatani perspektif narasumber (harapan masyarakat) dengan kebutuhan teknis peserta (pemerintah daerah).
1. Memiliki pengalaman memoderatori forum diskusi, talkshow, atau seminar sejenis.
1. Mampu mengarahkan sesi tanya jawab secara efektif dan tepat waktu.
VII. PESERTA KEGIATAN
Peserta kegiatan adalah perwakilan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda/BPPD) atau instansi sejenis yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, meliputi antara lain:
1. Pimpinan dan pejabat struktural Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
1. Staf/tim teknis yang menangani sistem informasi dan digitalisasi layanan pajak daerah.
1. Perwakilan instansi/perangkat daerah terkait lainnya (opsional, sesuai kebutuhan penyelenggara).
VIII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
	Hari, Tanggal
	:
	menyesuaikan jadwal penyelenggara

	Waktu
	:
	08.30 WIB – selesai

	Tempat
	:
	menyesuaikan lokasi penyelenggara / platform daring


IX. SUSUNAN ACARA
	Waktu
	Kegiatan
	Keterangan
	PIC

	08.30 – 09.00
	Registrasi peserta
	Pengisian daftar hadir, pembagian kit acara
	Panitia

	09.00 – 09.10
	Pembukaan & menyanyikan lagu kebangsaan
	MC membuka acara
	MC

	09.10 – 09.20
	Sambutan
	Sambutan dari penyelenggara/pimpinan instansi terkait
	Pejabat terkait

	09.20 – 09.30
	Pemaparan konteks kegiatan
	Penjelasan latar belakang smart city & digitalisasi pajak daerah
	Moderator

	09.30 – 10.30
	Sesi talkshow bersama 3 narasumber
	Diskusi harapan masyarakat terhadap digitalisasi layanan publik, best practice digitalisasi pembayaran pajak/retribusi daerah, serta studi kasus keberhasilan yang dapat direplikasi
	Narasumber & Moderator

	10.30 – 11.15
	Sesi tanya jawab & diskusi interaktif
	Tanya jawab dengan peserta dari Badan/Bapenda
	Moderator

	11.15 – 11.30
	Rangkuman & rencana tindak lanjut
	Poin-poin rekomendasi untuk pemerintah daerah
	Moderator

	11.30 – 11.40
	Penutupan
	Penutupan acara & foto bersama
	MC


X. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN
1. Tersampaikannya gambaran harapan masyarakat terhadap digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah.
1. Terhimpunnya referensi best practice digitalisasi pembayaran pajak/retribusi daerah yang dapat diadaptasi oleh peserta.
1. Tersedianya contoh nyata (studi kasus) keberhasilan implementasi digitalisasi penerimaan daerah yang dapat direplikasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah peserta kegiatan.
1. Meningkatnya pemahaman dan komitmen Badan Pengelola Pendapatan Daerah terhadap pentingnya digitalisasi layanan yang berorientasi pada masyarakat.
1. Tersedianya rangkuman rekomendasi/tindak lanjut sebagai bahan masukan kebijakan digitalisasi pendapatan daerah.
XI. ORGANISASI PELAKSANA
	Penyelenggara
	:
	menyesuaikan instansi penyelenggara

	Penanggung Jawab
	:
	menyesuaikan

	Moderator
	:
	1 (satu) orang — menguasai isu smart city dan digitalisasi layanan publik (nama menyesuaikan hasil kurasi)

	Narasumber 1
	:
	influencer/pemerhati kota (nama menyesuaikan hasil kurasi)

	Narasumber 2
	:
	praktisi/pakar digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah (nama menyesuaikan hasil kurasi)

	Narasumber 3
	:
	pejabat pemerintah daerah dengan rekam jejak keberhasilan digitalisasi penerimaan daerah yang dapat direplikasi (nama/daerah menyesuaikan hasil kurasi)


XII. PEMBIAYAAN
Pembiayaan kegiatan bersumber dari anggaran penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi antara lain honorarium narasumber dan moderator, konsumsi, dokumentasi, publikasi, serta kebutuhan teknis penyelenggaraan lainnya. Rincian anggaran disusun tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
XIII. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) ini disusun sebagai acuan dan panduan pelaksanaan kegiatan Talkshow Smart City: Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah. Besar harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan digitalisasi pendapatan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
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